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Penyalahgunaan Dana Pemda Untuk Judi Online:
Apakah Termasuk Tindak Pidana Korupsi

Pengelolaan keuangan daerah merupakan amanat hukum yang melekat pada setiap
pemerintah daerah. Dana yang bersumber dari APBD pada hakikatnya adalah uang negara
yang wajib digunakan untuk kepentingan publik. Namun dalam praktiknya, tidak jarang
muncul kasus penyalahgunaan dana daerah, termasuk penggunaan untuk aktivitas ilegal
seperti judi online.

Keuangan Daerah Adalah Keuangan Negara

Dalam perspektif hukum, dana pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari konsep
keuangan negara. Segala bentuk pengelolaan APBD tunduk pada prinsip akuntabilitas,
transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum.

Artinya, setiap penyimpangan dalam penggunaan dana daerah berpotensi masuk dalam
rezim hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi.

Unsur Tindak Pidana Korupsi
Secara umum, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila

memenuhi unsur-unsur berikut:

¢ Adanya perbuatan melawan hukum,
e Terdapat tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain,
e Menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah.

Jika dana APBD digunakan untuk judi online, maka beberapa unsur tersebut secara logis
dapat terpenuhi.

Menggunakan uang negara untuk aktivitas ilegal jelas merupakan perbuatan melawan
hukum. Selain itu, penggunaan dana tersebut berpotensi merugikan keuangan daerah,
baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penyalahgunaan Wewenang

Selain aspek kerugian negara, hukum juga menyoroti penyalahgunaan wewenang. Pejabat
atau aparatur yang memiliki akses terhadap keuangan daerah memiliki kewajiban hukum
untuk menggunakan dana sesuai peruntukannya.

Penggunaan dana untuk judi online dapat dipandang sebagai:

e Penyimpangan dari tujuan anggaran,
e Penyalahgunaan jabatan atau kewenangan,
e Pelanggaran prinsip tata kelola keuangan negara.

Dalam konteks ini, perbuatan tersebut sangat relevan dengan konstruksi hukum korupsi.

Potensi Jerat Pidana Lainnya
Selain tindak pidana korupsi, penggunaan dana daerah untuk judi online juga dapat
membuka kemungkinan penerapan pasal pidana lain, seperti:

e Penggelapan,
e Tindak pidana pencucian uang (TPPU),
e Pelanggaran terkait perjudian.

Hal ini tergantung pada pola perbuatan, aliran dana, serta peran pihak-pihak yang terlibat.
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Perspektif Penegakan Hukum

Dalam praktik, lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki
kewenangan untuk menilai apakah suatu perbuatan memenuhi unsur korupsi, terutama
jika melibatkan pejabat negara dan kerugian keuangan negara.

Pendekatan hukum tidak semata-mata melihat jenis perbuatannya, tetapi juga
dampaknya terhadap keuangan negara dan penyalahgunaan jabatan.

Risiko Dan Konsekuensi Hukum
Penyalahgunaan dana daerah bukan sekadar pelanggaran administratif. Konsekuensinya
dapat sangat serius:

e Sanksi pidana,

e Penggantian kerugian negara,
¢ Pemberhentian dari jabatan,
e Dampak reputasi dan karir.

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah menuntut tingkat kehati-hatian dan
integritas yang tinggi.

Kesimpulan
Penggunaan dana pemerintah daerah untuk judi online pada prinsipnya dapat

dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, sepanjang memenuhi unsur-unsur hukum
yang relevan, terutama adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan
negara atau daerah.vSelain itu, perbuatan tersebut juga berpotensi dijerat dengan
ketentuan pidana lain, tergantung pada fakta hukum yang terungkap.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan
pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi permasalahan hukum terkait penyalahgunaan
keuangan negara/daerah, dugaan tindak pidana korupsi, audit kerugian negara, maupun
proses penyelidikan dan penyidikan pidana, tim kami siap membantu Anda secara
strategis dan profesional. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan
profesional melalui:
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